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Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

terselesaikannya buku ini yang berjudul Sistem Pemerintahan Daerah. 

Buku ini disusun sebagai referensi yang membahas berbagai aspek dalam 

tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, mulai dari landasan hukum, 

struktur organisasi, hingga tantangan yang dihadapi dalam 

implementasinya. 

Buku ini menguraikan secara sistematis berbagai elemen penting 

dalam pemerintahan daerah, termasuk Konsep Otonomi Daerah, 

Keuangan Daerah, serta Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi 

pilar utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan 

efisien. Selain itu, pembahasan mengenai Pelayanan Publik di Daerah, 

Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, serta Etika dan 

Transparansi dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting dalam 

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk data, 

penelitian, maupun masukan yang sangat berharga. Tanpa dukungan dan 

kerja sama berbagai pihak, buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik. 

Harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi 

mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, serta masyarakat yang ingin 

memahami lebih dalam mengenai sistem pemerintahan daerah. Semoga 

buku ini dapat memberikan wawasan yang luas dan menjadi inspirasi 

dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, 

serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. 
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BAB 1 

PENGANTAR SISTEM  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Sistem pemerintahan daerah memegang peranan penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Melalui penerapan 

asas desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian 

kewenangannya kepada entitas pemerintahan di tingkat local (provinsi, 

kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan) sehingga tercipta mekanisme 

pelayanan publik yang lebih dekat dengan rakyat (Cheema & Rondinelli, 

2007). Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus memberikan 

ruang bagi inovasi daerah dalam merespons dinamika sosial, ekonomi, dan 

politik yang berkembang di setiap wilayah. 

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah 

mengalami berbagai perubahan, sejalan dengan perkembangan konstitusi 

dan peraturan perundang-undangan, khususnya pasca amandemen 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Tuntutan reformasi, terutama setelah era Orde Baru, melahirkan 

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan 

kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan publik secara mandiri (UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah). Di sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah 

membutuhkan kerangka akuntabilitas dan transparansi yang kuat agar 

pengelolaan sumber daya di daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat secara luas (Kurnia, 2016). 

Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang demokratis, partisipasi 

masyarakat dalam pembuatan kebijakan, serta pengelolaan keuangan 

daerah yang profesional menjadi pilar penting dalam mewujudkan prinsip-
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BAB 2 

LANDASAN HUKUM  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Pemerintahan daerah merupakan elemen fundamental dalam sistem 

pemerintahan Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif 

dan efisien. Landasan hukumnya berakar pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 18, 

18A, dan 18B, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta 

amendemennya. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan 

berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Prinsip ini 

memastikan bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan 

kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, namun tetap 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan 

demikian, pemerintahan daerah dapat berperan aktif dalam 

pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. 

Pemerintahan daerah di Indonesia merupakan cermin dari 

implementasi prinsip otonomi dan desentralisasi yang diamanatkan oleh 

UUD 1945. Sistem ini telah direkayasa untuk memberikan setiap daerah 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, 

sehingga setiap wilayah dapat mengoptimalkan potensi lokalnya. Data 

administratif menunjukkan bahwa per tahun 2023 terdapat 38 provinsi, 

416 kabupaten, dan 98 kota, menandakan betapa luasnya penerapan 

sistem otonomi di seluruh nusantara (Kompas, 2023). 

Transformasi pemerintahan daerah telah mengalami perubahan 

signifikan sejak masa Orde Baru, ketika sentralisasi menjadi ciri dominan 

pemerintahan. Reformasi 1998 membuka babak baru dengan 
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BAB 3 

STRUKTUR DAN ORGANISASI  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN   

Perubahan mendasar yang terjadi di Indonesia yaitu pada saat tahun 

1999. Tahun tersebutlah Indonesia memberlakukan sistem pemerintahan 

berdasarkan desentralisasi (Taha, 2009). Adanya tata aturan 

Pemerintahan ke arah yang lebih baik dari sentralisasi ke desentralisasi. 

Hadirnya sistem desentralisasi maka berlaku pelaksanaan daerah secara 

otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam 

merancang organisasinya sendiri berdasarkan mana yang mejadi urusan 

wajib daerah atau pilihan dari pemerintah pusat.  

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Pasal 120 bahwa 

kelembagaan pemerintah daerah terdiri dari perangkat daerah di 

Kabupaten/Kota yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Tujuan 

adanya kelembagaan pemerintah daerah agar birokrasi menjadi efektif 

dalam melakukan pelayanan serta bisa mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan yang berada di wilayahnya (Ade 

Putra Ode Amane et al., 2024). Negara Indonesia terdiri dari 38 Provinsi 

berdasarkan data BPS per tahun 2024, jumlah yang cukup besar. 

Pemerintah pusat dan daerah memiliki keterkaitan berdasarkan prinsip 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga prinsip 

tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

Otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki wewenang 

dalam mengatur urusan daerah nya sendiri berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Walaupun memiliki kebebasan, daerah masih 

berkoordinasi ke pusat karena tetap terhubung sebagai NKRI (Negara 
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BAB 4 

KONSEP OTONOMI DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang luas dengan 

gugusan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, 

sumberdaya manusia dan alam yang berlimpah menjadi potensi dan 

peluang peningkatan ekonomi. Kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah di negara kesatuan, merupakan strategi menjawab masalah-

masalah lokal serta strategi merespon tuntutan global. Merujuk dari UU 

No 22 tahun 1999 sampai UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah. Desentralisasi menjadi solusi alternatif untuk memperbaiki 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pelimpahan kewenangan 

dari Pusat ke daerah memberikan daerah kesempatan mengembangkan 

potensi lokal menjadi lebih baik. Substansi dari otonomi daerah berkaitan 

dengan tiga isu besar dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah 

yakni pembagian kekuasaan dan kewenangan, pembagian pendapatan 

yang merata, dan kemandirian tata kelola administrasi pemerintahan 

daerah (Azhari, 2019). Latar belakang otonomi daerah dan desentralisasi 

menjadi penting untuk diketahui khalayak. Desentralisasi menjadi penting 

untuk diimplementasikan sebagai cara menyelesaikan permasalahan 

daerah seperti kebijakan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat dan potensi pengembangan daerah sesuai 

budaya lokal. 

Isu dan kebijakan pemerintah daerah menjadi permasalahan yang 

kompleks dimulai koordinasi antar daerah yang tidak terbentuk, ego 

sektoral antarorganisasi pemerintahan, ketimpangan ekonomi masyarakat 

dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan lambat. Dari segi 

ketatanegaraan, pemerintahan daerah merupakan aspek struktural dari 

suatu negara kesatuan menggunakan desentralisasi sebagai asas 

pemerintahan daerah, berimplikasi distribusi kewenangan dari Pemerintah 
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BAB 5 

KEUANGAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Materi ini membahas tentang keuangan daerah, sebagai salah satu 

elemen krusial dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Keuangan 

daerah mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah 

daerah yang bertujuan untuk membiayai berbagai program serta layanan 

publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah 

mencakup beberapa aspek utama, yaitu: 

1. Pendapatan daerah yaitu sumber pemasukan pemerintah daerah 

seperti pajak daerah, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah 

pusat 

2. Belanja daerah yaitu pengalokasian anggaran untuk berbagai sektor 

termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan 

sosial. 

3. Pengelolaan anggaran yaitu proses penyusunan, pelaksanaan serta 

pengawasan anggaran daerah yang harus dilakukan secara transparan 

dan akuntabel. 

 

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menjadi kunci dalam 

pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, 

pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan pendapatan, 

meningkatkan efisiensi belanja serta mencegah penyalahgunaan anggaran. 

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bahwa 

alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) tahun 2023 mencapai Rp 814,72 triliun. Adapun rincian 

alokasi per daerah secara resmi dituangkan dalam Peraturan Presiden 

tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara TA 2023 yaitu 

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan 
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BAB 6 

KEUANGAN DAERAH: PRINSIP,  

PENGELOLAAN, DAN PENGEMBANGAN 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam 

mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat otonomi 

daerah. Keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana 

pencatatan pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi instrumen untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, dan efisiensi, pengelolaan keuangan daerah diharapkan 

mampu menjawab kebutuhan pembangunan di setiap wilayah.  

Inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin berkembang, 

terutama melalui penerapan teknologi informasi seperti e-Budgeting dan 

e-Monitoring. Teknologi ini telah membantu meningkatkan efisiensi 

pengelolaan anggaran sekaligus mengurangi risiko kebocoran pendapatan. 

Beberapa daerah yang telah menerapkan sistem ini melaporkan 

penurunan kebocoran hingga 20 persen dalam beberapa tahun terakhir, 

menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendukung transparansi dan 

akuntabilitas yang lebih baik. 

Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi oleh 

pemerintah daerah, terutama dalam hal ketergantungan pada dana 

perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini kerap 

menghambat inovasi fiskal di tingkat lokal. Oleh sebab itu, optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor pariwisata 

dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu 

solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal. 

Dalam menghadapi dinamika global seperti pandemi COVID-19 kala itu, 

yang berdampak besar pada stabilitas keuangan daerah, langkah-langkah 

strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi 

pendapatan, dan kerja sama lintas sektor menjadi sangat penting. Dengan 
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BAB 7 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting 

yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan 

nasional, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Regulasi 

tersebut mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan, 

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan 

daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun, (Guampe et al., 2022); (Hasan et al., 2023). 

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan 

pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) 

pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut 

adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan 

politis, dan pendekatan perpaduan antara bawah atas (bottom-up) serta 

atas-bawah (top-Down). Adapun secara substansi, penyusunan dokumen 

RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu 

mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan 

Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan 
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BAB 8 

PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Mirisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam 

melakukan pelayanan publik merupakan hal umum yang dirasakan oleh 

setiap warga negara, dimana secara defacto para penguasa di daerah 

sering menggunakan sektor-sektor pelayanan publik untuk 

mempertahankan kekuasaannya. Adapun penyelenggara pelayanan publik 

tidak mempertahankan profesionalitasnya sebagai orang yang bertugas 

untuk melayani masyarakat sehingga mencederai prinsip-prinsip dasar 

manajemen pelayanan public seperti efektifitas dan efisiensi dalam 

memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini tidak dapat dipungkiri 

karena adanya kecenderungan prioritas terhadap kekuasaan sangatlah 

tinggi sehingga membuat pelayanan publik semakin jauh dari misinya 

untuk melengkapi lini pemerintahan negara kita dalam rangka mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

Peran pemerintah daerah menjadi begitu sentral seiring dengan status 

otonomi yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan semua sumber daya dan 

keuangan yang ada dapat dimobilisasikan untuk meningkatkan 

pembangunan yang dikomandokan langsung oleh pemerintah. Tugas 

pembangunan itu hanya dapat dikerjakan oleh pemerintah/Negara 

melalui berbagai kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

dilakukan oleh birokrasi. Kondisi ini membuat birokrasi selalu memiliki 

peran yang sangat kuat, pendekatan kekuasaan lebih diutamakan dari 

pada memberikan pelayanan publik dengan sistem dan mekanisme kerja 

yang cenderung bersifat top-down ketimbang bottom-up. Dari sini maka 

masyarakat akan semakin di atur dan pilihannya akan ditentukan oleh 

pemerintah sehingga kemitraan yang terbangun antara pemerintah dan 

masyarakat lebih bersifat berat sebelah atau tidak seimbang. Publik akan 

selalu memiliki anggapan bahwa kekuasaan birokrasi sangat besar dan 
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BAB 9 

HUBUNGAN PEMERINTAH  

DAERAH DENGAN MASYARAKAT 

 
 

A. PENDAHULUAN   

Hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan 

aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. 

Dalam konteks otonomi daerah, interaksi ini tidak hanya mencerminkan 

implementasi prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi, tetapi juga 

menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). Pemerintah daerah memiliki peran strategis 

dalam mendengarkan aspirasi, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, kebijakan, serta 

layanan publik. Hubungan ini kerap menghadapi berbagai tantangan, 

seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi dan 

akuntabilitas, hingga konflik kepentingan yang dapat memengaruhi 

stabilitas sosial dan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, penting untuk 

memahami bagaimana pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan 

dengan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

 

B. PENGERTIAN HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN 

MASYARAKAT 
Hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat dapat diartikan 

sebagai interaksi yang terjalin antara pemerintah daerah sebagai 

penyelenggara kekuasaan pemerintahan di tingkat lokal dengan 

masyarakat sebagai pihak yang menjadi subjek dan objek dari pelayanan 

publik serta pembangunan daerah. Hubungan ini didasarkan pada prinsip 

desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan 
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BAB 10 

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Dalam suatu pemerintahan daerah, pengawasan dan akuntabilitas 

menjadi elemen yang berperan penting untuk memastikan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan transparan 

kepada publik. Adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam dan 

ekonomi daerah dapat menimbulkan perbedaan laju cepat pembangunan 

dalam suatu daerah yang menjadikan pengawasan dan akuntabilitas 

pemerintah daerah semakin krusial. Pengawasan berfungsi sebagai alat 

untuk memantau serta mengevaluasi seluruh kebijakan dan program-

program yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan 

rencana dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengawasan pemerintah 

daerah dapat melibatkan berbagai pihak seperti Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), serta masyarakat sipil. Pengawasan yang efektif dapat mencegah 

terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Di era globalisasi ini, mudahnya akses informasi menyebabkan 

masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal 

tersebut menimbulkan tingginya tuntutan transparansi serta akuntabilitas 

pemerintah dalam menggunakan anggaran publik dan pengambilan 

kebijakan dalam pemberian layanan publik. Adanya kesadaran masyarakat 

yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah untuk 

mengelola dana, membuat kebijakan, serta menyediakan layanan untuk 

publik. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi kewajiban pemerintah 

daerah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan serta tindakan 

yang telah diambil kepada masyarakat. 
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BAB 11 

KONFLIK DAN DINAMIKA  

PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN   

Pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi beragam tantangan 

dalam menjalankan fungsi otonomi daerah yang diberikan oleh negara. 

Konflik dan dinamika dalam pemerintahan daerah menjadi isu yang sangat 

penting karena dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan, 

kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik dalam negeri. Konflik ini 

sering kali muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara 

berbagai pihak, baik itu antara pemerintah daerah dengan masyarakat, 

antar daerah, atau bahkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah 

pusat. 

Konflik dalam konteks pemerintahan daerah bisa disebabkan oleh 

berbagai faktor, seperti faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain 

itu, dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat 

juga sering kali menjadi sumber ketegangan, terutama dalam hal 

pembagian kewenangan dan alokasi sumber daya. Dalam hal ini, 

desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya mampu meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pemerintahan, namun pada praktiknya, sering kali 

menimbulkan ketegangan yang berdampak pada pengelolaan wilayah dan 

pemerintahan. 

Sebagai instruksi khusus dalam pembahasan materi ini, pembaca akan 

diajak untuk memahami penyebab-penyebab utama konflik yang terjadi 

dalam pemerintahan daerah, baik dari perspektif politik, ekonomi, sosial, 

maupun budaya. Pembahasan ini juga akan mencakup dinamika hubungan 

antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya, analisis mengenai 

konflik antar daerah, seperti sengketa wilayah dan sumber daya alam, 

serta dampak dari konflik tersebut terhadap pembangunan dan kestabilan 
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BAB 12 

SISTEM PEMERINTAHAN DESA 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Bangsa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi 

mempunyai sejarah yang panjang dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya. Fondasi penting dari struktur pemerintahan Indonesia 

adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Gagasan ini memberikan 

kekuasaan yang lebih besar kepada daerah, seperti desa, untuk 

mengontrol dan mengawasi urusan pemerintahannya sendiri. Desa, 

sebagai unit administratif terkecil, mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan nasional. Di tengah perubahan zaman, desa harus tetap 

beradaptasi dan berkembang. Sistem pemerintahan desa yang sukses 

sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara efektif 

dan efisien. 

Desa, sebagai komunitas yang memiliki karakteristik unik dan beragam, 

merupakan garda terdepan dalam interaksi langsung masyarakat dengan 

program-program pembangunan. Dengan jumlah desa yang mencapai 

83.794 pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023), peran desa menjadi 

krusial dalam pembangunan nasional, terutama dalam pemerataan dan 

pemberdayaan masyarakat. Jumlah desa yang besar ini mencerminkan 

kompleksitas dan dinamika masyarakat Indonesia, serta menyoroti 

pentingnya tata kelola yang efektif di tingkat desa untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional.  

Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang 

semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di 

wilayahnya. Hal ini membuka peluang bagi desa untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Namun, 

tantangan juga muncul, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, 

kurangnya pemahaman terhadap regulasi, dan potensi terjadinya 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, 
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BAB 13 

ETIKA DAN TRANSPARANSI  

DALAM PEMERINTAHAN DAERAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Dalam konteks sistem pemerintahan yang menerapkan otonomi 

daerah, etika dan transparansi menjadi dua pilar utama yang sangat 

penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Penyerahan wewenang yang signifikan kepada pemerintah 

daerah dalam mengelola urusan internalnya mengharuskan mereka untuk 

memegang tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan 

publik yang berkualitas, transparan, dan inklusif. Dalam hal ini, etika 

berfungsi sebagai pedoman moral bagi para pejabat publik untuk 

bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, integritas, dan tanggung jawab 

sosial. Sementara itu, transparansi menjamin adanya keterbukaan 

informasi kepada masyarakat, sehingga membuka peluang bagi 

pengawasan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. 

Kepentingan etika dan transparansi semakin mendapat perhatian dalam 

pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, yang diatur oleh Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan wajib seperti 

pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum, serta urusan pilihan seperti 

pariwisata dan kelautan, membutuhkan komitmen yang kuat terhadap 

kedua prinsip ini agar pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Namun, penerapan etika dan 

transparansi di tingkat daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, 

seperti rendahnya kesadaran etis, lemahnya sistem pengawasan, serta 

praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan 

strategi yang efektif untuk mengintegrasikan kedua prinsip ini dalam 

setiap aspek tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan ini tidak hanya 

mendukung tercapainya tata kelola yang baik, tetapi juga memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, 
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Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP.  

Penulis adalah seorang dosen dan peneliti di bidang 

administrasi publik pada Program Studi Administrasi 

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Jember. Gelar Magister diperoleh dari 

Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu 

Administrasi (FIA), Universitas Brawijaya. Demikian 

pula, gelar doktor juga diperoleh dari Program Studi 

Doktor Ilmu Administrasi (PSDIA) FIA Universitas Brawijaya. Spesialisasi 

utamanya sebagai dosen adalah pada bidang ilmu Pemerintahan Daerah. 

Namun demikian riset yang telah dilakukan selain bidang utama 

pemerintah daerah juga meliputi bidang kajian kebijakan publik dan 

keuangan publik.  

 

Suanto, S.Pd., M.H. 
Penulis lahir di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa 

Barat. Latar belakang Pendidikan S1 pada Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Universitas Pamulang, S2 Program Studi Ilmu Hukum 

Pascasarjana Universitas Pamulang. Saat ini penulis 

aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta 

Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Pamulang. Buku ini merupakan salah satu karya 

penulis dan inshaa Allah secara konsisten akan disusul dengan buku-buku 

berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi 

ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dan hukum. Melalui buku ini 

penulis berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat khususnya dalam 

memberikan pemahaman berkaitan dengan Landasan Hukum 

Pemerintahan Daerah. 
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ini menjadi Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
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ditularkan tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk kebermanfaatan banyak 
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Timur dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jember. Pemakalah 

dibeberapa acara seminar baik internasional maupun nasional. Memiliki 

beberapa publikasi Jurnal Internasional dan nasional, menerbitkan 

beberapa buku referensi yang berjudul Desentralisasi dan Otonomi 

Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (2019) dan Kepemimpinan 

Kepala Daerah Pascapilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah (2021). 

Pengalaman pekerjaan penulis selama ini beragam, mulai peneliti, 

konsultan dan dosen. Sejak tahun 2015, menjadi dosen PNS di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

 

Dr. Siti Hajar, S.Sos., M.SP.  

Penulis dilahirkan di Desa Hamparan Perak 

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, 

pada tanggal 23 September 1980. Menyelesaikan 

studi S-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2002. 
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Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 
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Fakultas Ilmu Administrasi dan selesai di tahun 2020. Sejak tahun 2015 
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ahli di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan beberapa daerah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Saat ini juga aktif sebagai Tenaga Ahli 

pada Smart ID. Tahun 2016, mengikuti perlombaan karya ilmiah se-

nasional yang diadakan forum perguruan tinggi islam se-Indonesia di 

Universitas Islam Riau Pekan Baru. Sejak menjadi dosen juga memiliki 

beberapa karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional baik 

terakreditasi maupun tidak terakreditasi dan prosiding baik skala nasional 

dan internasional juga buku referensi, buku monograf, buku chapter 

(Nasional dan Internasional). Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

lainnya yang dilaksanakan adalah sebagai assesor BKD, assesor 

kompetensi lapangan di bidang Administrasi Publik.  

 

Dr. Balthasar Watunglawar, S.Pd., M.A.P., S.H. 
Penulis merupakan Dosen pada Universitas PGRI 
Argopuro (UNIPAR) Jember. Studi Filsafat dan Teologi 
pada STFSP Manado, Pendidikan dan Administrasi 
Publik pada Universitas Negeri Manado, Ilmu 
Manajemen (Strategi) pada Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya, Ilmu Hukum (S1) pada Universitas 
Kristen Indonesia Tomohon, dan sekarang sedang 

melanjutkan Studi S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Gama Malang. 
Berasal dari Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. 
Penulis telah menerbitkan sejumlah buku penting. Karya-karya penulis 
meliputi: Supervisi Pendidikan. Penerbit, Dotplus Publisher (2022), 
Manajemen Sumber Daya Manusia: kajian teoritis dan praktis dalam 
pendidikan. Penerbit: Dotplus Publisher (2022), Manajemen Strategik 
Sektor Publik. Penerbit: Griya Pustaka Utama (2021), Birokrasi dan 
Kebijakan Publik: Catatan Konsep Dan Teori. Penerbit: CV. Literakata Karya 
Indonesia (2024), Manajemen Strategik: formulasi, implementasi, dan 
evaluasi. Penerbit: CV. Leba Buku Group (2022), Eksekusi Laut: berfilsafat 
tentang hukuman legal di Indonesia, alternatif solutif penghapusan 
hukuman mati, dan minimalisasi kejahatan. Penerbit: Griya Pustaka Utama 
(2021), Politik Hukum Pidana, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), 
Hukum Tentang Desa, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), Pancasila 
dalam Pendidikan Tinggi, Penerbit: Sada Kurnia Pustaka (2024), 
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Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka, Penerbit: PT. 
Mifandi Mandiri Digital (2024), dan berkontribusi dalam prosiding seminar 
nasional serta konferensi Internasional. Penulis aktif dalam penelitian dan 
publikasi ilmiah yang mencakup berbagai topik dari filsafat, pendidikan, 
hukum, manajemen hingga strategi politik. 
 

Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.  
Penulis lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis 

merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari 

pasangan bapak La Ode Amane Binti La Ode Tode 

dan Ibu Hj. Sitti Rahma Binti La Timbasa (Wa Unga). 

Istri bernama Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd. Penulis 

merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menjabat sebagai Ketua Pusat Studi 

Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk 

Periode 2021 – sekarang. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Al-Islam 

Kemuhammadiyahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Wakil Dekan III Bidang 

Kemahasiswaan dan Alumni Periode 2017 – 2021 dan Sekretaris Program 

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Luwuk Periode 2017 – 2020. Pendiri dan Pembina 

Yayasan Bakti Gemini Indonesia 2021 – Sekarang. Ketua DPD PA GMNI 

Sulawesi Tengah Periode 2021. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 

Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024. Bergabung dalam keanggotaan 

Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia (APPISI) dan 

Keanggotaan Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia (APJI). Tergabung dalam 

penulisan buku antologi puisi, Book Chapter dan berbagai penelitian mitra 

dengan pihak Pemerintah maupun Pihak swasta. Sebagai Tim Panelis 

Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil 

Bupati Tojo Una-Una  dan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 

Penulis dapat dihubungi melalui: 

What App : 085395333301 

email : putrohade@gmail.com 

adeputra@unismuhluwuk.ac.id 
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Amtai Alaslan, S.IP., M.Si. 

Penulis dengan sapaan akrab Bung Allan, Lahir di 

Latdalam Pada tanggal 18 Juni 1985. Lulus Sarjana 

Ilmu Pemerintahan (S.IP) dari STPMD ”APMD” 
Yogyakarta Tahun 2008. Mendapatkan gelar Master 

Ilmu Pemerintahan (M.Si) dari Program Pasca 

Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Almamater yang 

sama Tahun 2011. Penulis sudah menjadi dosen 

tetap sejak tahun 2008 hingga sekarang dan saat ini dipercayakan untuk 

menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora 

Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) periode 2023-2026. Penulis telah 

menerbitkan beberapa buku antara lain Formulasi Kebijakan Publik: Studi 

Relokasi Pasar tahun 2021, Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Buku 

Metode Penelitian Ilmu Sosial tahun 2022, Kemudian Buku Etika Bisnis, 

Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi, Manajemen Strategis, 

Manajemen Sektor Publik, Birokrasi Indonesia, Konsep Penelitian 

Kualitatif, Analisis Manajemen Strategis, Kebijakan Publik, Kepemimpinan 

tahun 2023 dan Buku Pengantar Administrasi Publik tahun 2024. Selain itu 

Penulis juga aktif dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah pada 

berbagai jurnal nasional yang terakreditasi. 
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Dr. Sulaiman, S.H., M.H. 

Penulis lahir di Nunukan 17 Desember 1989. 

Pendidikan Tingginya meliputi S1 Ilmu Hukum di 

Universitas Mulawarman (2008), S2 Ilmu Hukum di 

Universitas Diponegoro (2013), S3 Ilmu Hukum di 

Universitas Hasanuddin (2019). Kariernya diawali 

sebagai Dosen Tetap di Perguruan Tinggi Negeri 

Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Beberapa 

Universitas di Kalimantan Utara seperti UPBJJ Universitas Terbuka (UT) 

Tarakan sebagai Tutor. Selain Akademisi beliau juga seorang Praktisi 

Hukum di salah satu Organisasi Advokat (OA) Perhimpunan Advokat 

Indonesia (PERADI). 

 

Dr. Mohamad Djasuli, SE.,M.Si., QIA., CTT., CRA., CPTT. 

Penulis adalah Dosen Program Studi Akuntansi 

Universitas Trunojoyo Madura dan menjadi 

Konsultan dan Tenaga Ahli Perencanaan dan 

Keuangan Daerah serta Keuangan Desa. Tenaga Ahli 

Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 

tahun 2002 – 2013. Meraih gelar sarjana dari Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darul 

Ulum Jombang pada tahun 1994 dan gelar magisternya dari Universitas 

Diponegoro, Semarang pada tahun 2004, serta Gelar Doktoral dari 

Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Penulis pernah menjadi Ketua 

Satuan Pengawas Internal dan Ketua LPPM di Universitas Trunojoyo 

Madura, serta saat ini juga aktif sebagai Pengurus Forum Dosen Akuntansi 

Publik (FDAP), anggota Persatuan Auditor Internal Indonesia (PAII) dan ISEI 

Madura.  Email: mdjasuli@gmail.com. 
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Syahrabudin Husein Enala, S.Sos., M.A.P.  

Penulis seorang dosen tetap Prodi Ilmu Administrasi 

Negara Universitas Musamus Merauke. Lahir di 

Pasarwajo, 19 Februari 1992. Penulis merupakan 

anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan 

bapak Husein Djaila dan Ibu Wa Saa. Penulis Memiliki 

Seorang Istri Wa Lina, S.Pd. dan tiga orang anak 

perempuan; anak pertama Syahira Azzahra 

Syahrabudin Husen Inali, anak kedua Syahwa Silmi Kaffah Syahrabudin dan 

anak ketiga Syaquilah Humairah Syahrabudin. Penulis menyelesaikan 

Pendidikan program Sarjana (S1). Pada Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2015 dan menyelesaikan 

program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Halu Oleo Kendari Program Studi 

Administrasi Pembangunan pada tahun 2017. Buku yang telah ditulis dan 

terbit berjudul di antaranya: Administrasi Kepegawaian (2023), Sebuah 

Pengantar Memahami Ekonomi Politik (2024), Pendidikan Anti Korupsi 

(2024), Transformasi Kepemimpinan (Membangun Organisasi Melalui Visi, 

Kompetensi dan Etika (2024) dan Administrasi negara: prinsip dan praktik 

(2024). 

 

Dr. Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H. 

Penulis lahir di Tangerang, Provinsi Banten pada 

tanggal 13 Januari 1989. Pendidikan sarjana penulis 

ditempuh pada Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, lulus 

pada tahun 2012. Selanjutnya penulis memperoleh 

gelas Magister Hukum pada Program Pascasarjana 

Ilmu Hukum Universitas Pamulang pada tahun 2014. 

Pada tahun 2024 penulis berhasil menyelesaikan studi doctor pada 

Program Pascasarjana Universitas Pakuan dan memperoleh gelar doctor 

dalam bidang Manajemen Pendidikan pada. Saat ini peneliti aktif sebagai 

dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Pamulang.  Penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas 

Pamulang sejak tahun 2014 dan diberi amanah sebagai Ketua Program 
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Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  sejak tahun 2023 

sampai dengan sekarang.  Pengalaman berorganisasi antara lain menjadi 

sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

Indonesia (AP3KnI) Wilayah Banten Tahun 2021 - sekarang, sebagai 

sekretarisAsosiasi Kelembagaan Dan Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum 

Seluruh Indonesia (Perwakilan Wilayah LLDIKTI IV) tahun 2024-2027.  

 

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si. 

Penulis adalah seorang akademisi yang mendalami 

Ilmu Administrasi Negara dengan latar belakang 

pendidikan di Universitas Nusa Cendana, baik pada 

jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2). Selama 

masa studinya, ia berfokus pada bidang-bidang 

utama dalam Administrasi Negara, termasuk Teori 

Administrasi Pembangunan, Manajemen Publik, 

Serta Organisasi Dan Manajemen. Saat ini, Marini berprofesi sebagai 

Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa 

Cendana. Sebagai dosen, ia tidak hanya mengemban tugas pengajaran, 

juga aktif dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan Administrasi 

Publik. Melalui tulisan ini, ia berupaya mengidentifikasi solusi inovatif bagi 

permasalahan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan pengalaman dan 

dedikasi yang tinggi, penulis berkomitmen untuk terus mengembangkan 

diri sebagai akademisi dan memberikan kontribusi positif dalam 

pembentukan generasi baru administrator publik yang profesional, 

berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan di era yang semakin 

kompleks ini.  

 

 

 




